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Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 385J ); 

28 Tahun. 1999 tentang Nomor 3. Undang-Undang 

b, Bahwa dalam rangka menerapkari prineip-prineip- pengadaen 
barang/Jasa pemerintah yang efisien, efektif, transparan, 
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kata 

Kendari tentang Kade Etik Penyelenggara Pelayanan 
PengadaanBarang/Jasa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Katamad.ya. Daerah, 'Ci.ngkat. LL Kendan, (I em baran. N egara. 

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

Mengingat 

KODEETIK PEN"iEL.1,11iGGARA i'ELAYANAN PENG.AD.A.AH BARIU!IG/JASA 
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

WALI KOTA KENDARI, 

Menimbang. : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat Pt dan 
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kola 
dan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOTA KOTA KENDARI 
NOMOR & ; TA.HUN 2022 

PROVINSISULAWESITENGGARA 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor l 
Tahun 2022 tcntang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah 
Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

tentang 11. Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400j; 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
fnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Negara Republik Lndonesia Nomor 
5038); 

7. 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcmharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

Negara 
ten tang 

Republik 

1 T;:uiun 2004 
(Lembaran Negara 

Nomor 6. Undang-Undang 
Perbenda h araa n 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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Pernbinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5357); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5887); 

Pembinaan .Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Ncgeri Sipil 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4450); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 2004 tentang 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerab adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagai unsur penyelenggara daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kota Kendari. 

~- Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Wakil Wall Kota adalah Wakil Wali Kota Kendari. 
5. Sekretaris Daerah adalab Sekretaris Daerah Kota Kendari. 

PENYELENGGARA PENGADJ\J\N BARANG/JASA UNJT KERJA 

PENGADMN BARANG/JASA. 

ETLK KODE TENTANG KOTA WALi Menetapkan : PERATURAN 
MEMUTUSKAN 

Pernbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kata Kendari 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5), 
sebagaimana telah diubab beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota 

Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentu.kan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lemba.ran Daerah 
Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11); 

Pernerintah Daerah Provinsi dan di Lingkungan 
Kabupaten/ Kota; 

22. Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6718); 

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 t8 Nomor 33), sebagaimana Lelah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lernbaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa/ 
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Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang proscsnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima 
basil pekerjaan. 

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

12. Personel UKPBJ adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan 
pimpinan tinggi dan jabatan admiriistrasi yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pada UKPBJ. 

13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang rnerniliki sertifikat keahlian 
pengadaan barang/jasa yang <litunjuk melaksanakan pengadaan langsung. 
Penunjukan Langsung dan e-purchasinq. 

14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah unsur pelaksana di Pemerintah l<ota Kendari yang dibentuk untuk 
;menyclcnggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik. 

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat lJKPD adalah unit 
kerja atau subordinat OPD. 

oleh Barang/Jasa Pengadaan kegiatan 
Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kata Kendari yang merupakan unsur 
pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Tnspektur yang dalam 
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota 

Kendari yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan rnembantu Wali Kota 
daiam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, 
dinas daerah, badan daerah dan lernbaga teknis daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja, kecamatan dan unit pelaksana teknis daerah sesuai dengan 
kebutuhan daerah. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Perangkat Daerah Kota Kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang 
yang mempunyai pas anggaran tersendiri dalam APBD. 

9. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

10. Pengadaan Barangj'.Jasa 
Barang/ Jasa adalah 
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16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pengguna 
Anggaran pada PD/LJKPD. 

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kuasa 
Pengguna Anggaran pada PD/UKPD. 

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat 
Pembuat Komitmen pada PD/UKPD. 

19. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah: 
a. Pejabat Struktural Unit Kerja Pengelolaan Barang/Jasa 
b. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa; dan 
c. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

20. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut pokja adalah tim yang 
terdiri atas pengelola pengadaan atau pejabat fungsional pengelola 
pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk 
melaksanakan pemilihan pcnycdia barang/jasa. 

21. Pengadaan Barang/ J asa adalah bad an usaha atau orang perseorangan yang 
mernilik.i kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan kontruksi/jasa 
konsultansi/jasa lainnya. 

22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 
pelaku usaha yang me.nyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

23. Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak 
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan 
atau dimanfaatkan pengguna barang. 

24. Pekerjaan Kcnstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan 
pekerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

25. Jasa Konsultansi adalah jasa. layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah pikir (brainware). 

26. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengucamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang 
telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan 
atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsuJtansi, 
pelaksanaan pekerjaan kon.strul<si dan pengadaan barang. 

27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh 

Pokja/Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati 
oleh para pihak dalam proses -pengadaan barang/jasa. 

28. Kontrak Pengadaan Barang/xlasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana 
swakelola. 
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e. bersaing: 
f. adil/tidak diskriminatif; dan 

g. akuntabel. 
(2) Makna dari prinsip sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) adalab: 

a. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus 
diusahakan dengan menggunakan clana dan daya minimum untuk 

rnencapai kualitas dan sasaran dalarn waktu yang ditetapkan atau 
menggunakan dana yang telab ditetapkan untuk menoapai basil dan 
sasaran dengan kualitas yang maksimum; 

b. efektif mempunyai rnakna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai 
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta 
memberikan manfaat sebesar-besarnya; 

c. transparan mempunyai m.akna bahwa semua ketentuan dan informasi 
pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketabui oleh penyedia 
barang/jasa yang berminat serta oleh masyara.kat pada umumnya; 

d , terbuka mempunyai makna babwa pengadaan barang/jasa dapat 
diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang mcmpunyai persyaratan 
atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan clan prosedur yang jelas; 

a. efisien; 
b. efektii; 
c. transparan; 
d. terbuka; 

BAB II 
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 2 
(1) Pengadaan Barangj'.Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: 

29. Majelis Pertimbangao Kade Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Majelis Kade Etik adalab tim yang bertugas melakukan peoegakan 
Kode Etik. 

30. Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Kade 
Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, atau pendapat secara Iisan 
maupun tertulis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

31.Pengaduan adalah pemberitabuan secara lisan atau tertulis yang disertai 
permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemcriksaan 
terhadap Personel UK.PBJ yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. 

32. Terperiksa adalah Personel UKPBJ yang diperiksa karena diduga melakukan 
pelanggaran Kode Etik. 
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BAB Ill 
KODEETIK 

Pasal 3 

(1) Kode Etik bertujuan sebagai pedoman profesional individu pejabat struktural. 
pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fuugsional pengelola 
pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, 
penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendam.pingan, jasa 
konsultansi dan jasa yang terkait. 

(2) Prinsip Dasar Kode .Etik sebagaimana pada ayat (1) adalah untuk 
menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan 
barang/jasa dengan melaksanakan antara Jain : 
a. menggunakan pengetabuan dan keterarnpilan untuk meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia; 
b. bersikap jujur dan adil serta tidak mernlhak dalam melayani pemberi 

tugas, kerabat kerja, klien dan masyarakat secara taat asas; dan 
c. berjuang untuk rneningkatkan kompetensi dan martabat profesi ahli 

pengadaan. 
(3) Etika Dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain : 

a. Menggunakan pengetahuan dan keterampilao serta perilaku dalam 

pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, 
transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, 
akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kcscjahteraan masyarakat; 

e. bersaing mernpunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus 
dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 

penyedia barang/jasa yang setara dan mernenubi persyaratan sehingga 
dapat diperoleb barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan 
tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya rnekanisme pasar 
dalam pengadaan barang/jasa; 

r. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan 
perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak 
mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional; dan 

g. akurrtabel mempunyai rnakna bahwa harus seeuai dcngan aturan clan 
ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sebingga dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Pasal 4 

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa 
harus taat pada etika kode etik sebagai berikut: 
a melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
pengadaan barang/jasa; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 
dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 
mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barangj' jasa; 

c. tidak salmg mempengaruhi baik langsung maupun tldak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

d. rnenerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan Lerrulis para pihak; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalarn 
proses pengadaan barang/jasa; 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pernborosan dan kebocoran 
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 
kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak 
lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 

b. mel.akukan kegiataan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan, kaidah, 

kompetensi dan kewenangan; 

c. memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara objektif, 

jujur. akuntabel dan kredibel; 
d. bekerja untuk pemerintah daerah, pernberi kerja, klien clan masyarakat 

secara profesional, patuh dan taat asas scrta menghinda.ri konllik 

kepentingan; 
e. membangun reputasi profesional pejabat struktural, pengelola pengada.an 

barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa 
berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan 

f. menegak.kan kehormatan. integritas dan martabat profesi pejabat 
struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabal fungsional 
pengelola pengadaan barang/jasa serta tidak kompromi terhadap korupsi, 
kolusi dan nepotisme. 
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h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima had.iah, imbalan, rabat dan berupa apa saja 
dari atau kepada siapapun yang dikctahui atau patut diduga berkaitan 
dengan pengadaan barang/jasa; 

1. cermat; 
J. patuh kepada perintah atas yang sah dan wajar; 
k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 

scsuai dengan peraturan perundang-undangan; 
l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari 

benturan kepentingan; 
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang 

dimiliki; 
n. tidak menyimpang dari prosedur; 
o. proaktif; 
p. tanggap serta responsif 

(2) Setiap pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat 
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas 
masing-masmg dilarang: 
a. mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk 

apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung 
maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi 
dengan penyedia barang/ jasa; 

b. memberikan fakta, data dan inforrnasi yang tidak benar dan/ a tau 
segala sesuatu yang belum pasu atau diputuskan; 

c. melakukan negosiasi. pertemuan dan/atau pernbicaraan dengan 
penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun 
tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan 
penyedia barang/jasa cli luar kantor baik dalam jam kerja rnaupun di 

luar jam kerja; 
d. menggunakan fasilitasj sarana kantor untuk kepentingan pribadi, 

kelompok dan/atau pihak lain; 
e. rnelaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang 

diskrirninatif/pilib kasih; 
f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak PD/UKPD 

dalarn pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan 
g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan berslfat. meleceh.kan 

kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung 
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Pai:agraf 3 
Kewenangan 

Pasal 7 
(l) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis 

Pertimbangan Kode Etik berwenang: 
a. rnelaksanakan pengawasan langaung terhadap perilaku pejabat struktural, 

pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan; 

b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, UKPBJ dan 
jajarannya, organisasi perangkat daerah (OPD} dan/ a tau masyarakat; 

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta. data dan/atau informasi 
terkait pengaduan/keluhan yang diterima; 

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/kelubanyang diterima; 
e. melaksanakan pernanggilan terhadap pejabat struktural, pengelola 

pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pcngclola pengadaan 
barang/jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi; 

Paragraf2 
Tu gas 

Pasal 6 
Majelis Pertimbangan Kade Etik memiliki tugas melakukan penegakan, 
pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 
Sumber Daya Manusia di UKPBJ. 

BAB IV 
MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Paragraf 1 
Pasal 5 

Kedudukan 
Majelis Perti.mbangan Kode Etik bersifat ad hoc sebagai komite pengawas 
perilaku pejabat struktural. pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat 
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Wali Kota mclalui Sckrctaris Daerah. 

maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi 
dengan penyedia barang/jasaatau masyarakat. 
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Pasal 9 
Majelis Pcrtimbangan Kode Etik terdiri dari 3 (tiga) orang dengan sueunan 
keanggotaan sebagai berikut: 

Paragraf4 

Tanggung Jawab 
Paaal 8 

Sesuai den.gan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dan Pasal 7, Majelis Perti.mbangan Kode Etik bertanggungjawab atas : 
a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural, pengelola pengadaan 

barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaao barang/jasa 
berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 da.n 
Pasal 3; 

b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, pengelola 
pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan 
barang/jasa; dan 

c. tcrwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas 
perilaku pejabat strukturat, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat 
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. 

Baglan Kedua 
Susunan 

r. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima; 
g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, 

pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oteh penyedia barang/jasa, 
kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung a.tau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau 
masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat strukrural, 
pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola 
pengadaan barang/jasa; 

h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggara.n kode etik yang dilakukan 
olch pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat 
fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Wali 
Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan 
hukurnan bagi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan 
pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pengadaan; dan 

i. melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Wali Kota 
melalui Sekretaris Daerah. 
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Bagian Kedua 

Pengolahan dan Analisis Dugaan Awai Pelanggaran Kode Etik 

Pasal 11 
(l) Dugaan awal pelanggaran Kode Etik berasal dari: 

a. pengaduan; dan/ atau 
b. iniormasi dugaan pelanggaran Kode Etik. 

(2) Pengaduan sebagaimana dirnaksud pada ayat { 1) huruf a disampaikan kepada 
sekretariat Majelis Kode Etik dengan paling sedikit memuat: 
a. uraian masalah yang menjadidasar Pengaduan; dan 
b. alasan Pengaduan secara jelas dan rinci beserta data pendukung. 

(3) Inforrnasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I.) 
huruf b dapat berasal dari: 
a. informasi penanganan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan 

Personel UKPBJ; 

b. pemberitaan media yang rnelibatkan Personel UKPBJ; dan/atau 
c. informasi dari sumber lainnya. 

Pasal 12 

( 1) Sekretariat Majelis Kode Etik menganalisis pengaduan dan / atau informasi 
dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat {l). 

BABV 

PENEGAKAN KODE ETIK 

Baglan Kesatu 

Umum 

Pasal 10 
Penegakan Kode Etik dilakukan melalui tahap: 
a. pengolahan dan analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik; 
b. pemeriksaan pelanggaran Kode Etik; dan 
c. penetapan pelanggaran Kode Etik. 

a. l (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh 
Tnspektorat yang mengkoordinasikan fungsi perumusan kebijaksanaan, 
pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan. 

b. l (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh 
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Surnber daya Manusia. 

c. 1 (satu) orang anggota oleb Bagian Hukum. 
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Pasal 15 
Dalaro hal pemanggilan ketiga Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, Majelis 

Pasal 14 
[I] Majelis Pertimbangan Kode Etik melakukan pernanggilan pertarna paling 

lambat 7 (tujuh] hari kerja setelah terbentuknya Majelis Pcrtimbangan Kode 
Etik. 

(2) Dalam hal pema.nggilan pertama Majelis Pertimbangan Kode Etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipcnuhi, Majelis Pertimbangan 
Kode Etik melakukan pemanggilan kedua setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak 
pemanggilan pertama diterima. 

(3) Dalam hal pernanggilan kedua Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Majelis Pertimbangan Kode Etik 
melakukan pemanggilan ketiga setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak pemanggilan 
kedua diterima. 

(1) Dalam rangka perneriksaan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kodc Etik 

melakukan pemanggilan kepada Personel UKPBJ yang diduga mela.lrukan 
pelanggaran Kode Etik. 

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilakukan berdasarkan 
basil analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dari sekretariat Majelis 
Rode Etik. 

(3) Pernanggilan sebagairnana dimaksud pada ayat (1.) dan ayat (2) disampaikan 
dalam bentuk tertulis. 

Baglan Ketlga 
Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik 

Pasal 13 

(2) Dalam ha! pengaduan pelanggaran Kode Etik dan/atau informasi dugaan 
pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 

layak untuk ditindal<lanjuti ke tahap pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, 
sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib menyampaikan basil 
analisis dugaan awal pelanggaran Kode Etik dan rnerekomendasikan 
pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada Inspektorat. 

(3) Dalam hal pengaduan dan/atau informasi dugaan pelanggaran Kode Etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak layak untuk 
ditindaklanjuti, maka sek.retarial Majelis Pertimbangan Kode Etik 
rnenyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektorat. 
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Pasal 19 

(1) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Eti.k sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 berupa: 

a. penetapan adanya pelanggaran Kode Etik; atau 
b. penetapan tidak adanya pelanggaran Kode Etik. 

(2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( J) bersifat final. 

(3) Dalam ha! keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik berupa penetapan 
adanya pelanggaran Kode Etik, keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik 
disertai dengan sanksi pelanggaran Kode Etik. 

Bagian Keempat 

Penetapan Pelanggaran Kode Etik 
Pasal 18 

(1) Majelis Pertimbangan Kode Etik menetapkan keputusan setelah rnelakukan 
pemeriksaan pelanggaran Kode H:tik. 

(2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimakaud pada 
ayat ( 1) diambil secara musyawarah mufakat. 

(3) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan berdasa.rkan bukti adanya pelanggaran Kode Etik. 

[l'] Majelis Pertimbangan Kode i!ltik meiakukan pemeriksaan pelanggaran Kode 
Etik dalam sidang tertutup. 

(2) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana pada ayat (1) harus clihadiri 
oleh seluruh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik. 

(3) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sccara adil dan mcmbcri kcscmpatan pembelaan dari "I'erperiksa. 
Pasal 17 

( L) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
16 Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari Pernberi 
Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari lembaga yang menangani urusan 
pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa. 

Pasal 16 

PertLmbangan Kode Etik dapat melakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Eti.k 
tanpa kehadiran Terperiksa. 
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Paaal 24 
(1) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa tidak 

dilibatkan dalam Pengadaan Barang/ Jasa selama 4 (em pat) kali pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Sanksi sedang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dijaruhkan kepada 
Pe:rsonel UKPBJ yang terbukti: 
a. sengaja melakukan penyimpangan standar operasional prosedur 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Pasal 23 
(1) Sanksi ringan se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa tidak 

dilibatkan dalam Pengadaan Barang/Jasa selama 2 (dua) kali pelaksanaan 
Pengadaan Barang/ J asa, 

(2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada 
Personel UKPBJ yang terbukti lalai sebingga terjadinya penyimpangan 
standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa. 

Personel UKPBJ yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai: 
a. sanksi ringan; 
b. sanksisedang;atau 
c. sanksi berat. 

BAB VI 
SANKS I 
Pasal 22 

Pasal 21 
Masa tugas Majelis Pcrtimbangan Kode Etik berakhir setelab penyampaian 
keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
20 ayat (1). 

Pasal20 
( l) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 19 disampaikan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik kepada 
lnspektorat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis 
Pertimbangan Kode Etik ditetapkan. 

(2) Keputusan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh lnspektorat kepada Sekretaris Daerab dengan tembusan 
kcpada Wali Kota, 
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BABVID 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 27 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, maka Peraturan Wali Kota 

Kendari Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VII 

KEUANGAN 

Pasal 26 
Anggaran belanja Majelis Pertimbangan Kode Etik dibebankan pada Anggaran 
dan Pendapatan Belanja Daerab (APBD) melalui Dokumcn Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota 
Kendari. 

Pasal 25 
(1) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa 

rekomendasi untuk dimutasi dari UKPBJ. 
(2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada 

Personel UKPBJ yang terbukti: 
a. melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa dengan calon 

penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/ atau perusahaan yang 

mempunyai afiliasi dengan calon penyedia barang/jasa diluar 
kewenangannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain; 

b. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau 
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau 
kepada siapa pun yang diketa.hui atau patut diduga berkaitan dengan 
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana. dirnaksud dalam Pasal 4; dan/atau 

c. saling rnempengaruhi antar Personel UKPBJ dan pihak yang 
berkepentingan lainnya, baik langsuug maupun tidak langsung, yang 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

b, tidak sengaja melakukan pembahasan proses pengadaan barang/jasa 
dengan calon penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau 
perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon penyedla barang/jasa 
diluar kewenangannya baik Iangsung maupun tidak langsung. 
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Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal I j - 11) • 2022 

PARAF KOORDINASI . 
NO JNSTI\SA~I ! Ul~T KE,UA PA RAF 

1 Pt,s- · ~t-0 t Dim b- t-: 
2 l<Qbo2 • l:l'.!:19· B £.i ~ TQI 

3 l::aba" l\111<u.., 
41 

' - 

Pasal 28 
Peraruran WaJi Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal I s _ IJ - 2022 
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